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I. UMUM

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus
diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan
kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea
keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya
permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung
meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga
negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena
kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka
mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan
tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami
permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan
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sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya
terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk
pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial,
Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan
dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh
masyarakat.

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah sangat
membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah tetap perlu
mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai
pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial
dan izin bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. Pendaftaran dan
perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial yang lebih profesional dimasa mendatang.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut yang
dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang
Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara
profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia.
Peraturan Pemerintah ini juga untuk memenuhi amanat Pasal 8, Pasal
11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai
Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial,
Perlindungan Sosial, Standar Sarana dan Prasarana, Peran
Masyarakat, Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan
Sosial, Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial,
Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang
Berasal dari Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Istilah “kecacatan” yang dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah ini diartikan sama dengan istilah “disabilitas”
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai
Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tindakan pemaksaan” merupakan
tindakan yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu dan
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bukan atas kemauan sendiri untuk direhabilitasi dengan
memperhatikan hak asasi manusia, antara lain melalui
penertiban, penanaman disiplin, dan/atau pemberian sanksi
yang bersifat mendidik untuk kebaikan yang bersangkutan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Istilah “penyandang cacat” yang dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah ini diartikan sama dengan istilah
“penyandang disabilitas” sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.
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Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “anak dengan kebutuhan
khusus” antara lain anak yang hiperaktif, anak berbakat,
dan anak autis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “seseorang yang kebutuhan hidupnya
bergantung sepenuhnya kepada orang lain” antara lain
penyandang disabilitas berat dan disabilitas ganda, lanjut
usia non potensial, eks penderita penyakit kronis non
potensial.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberian uang tunai” adalah uang
yang diberikan langsung kepada orang yang berhak
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